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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 209/PMK.02/2013 
TENTANG 

TATACARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI PUPUK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung ketahanan pangan 
nasional, telah ditetapkan alokasi dana subsidi pupuk 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Perubahan; 

b. bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan 
mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan 
pertanggungjawaban dana subsidi pupuk, perlu 
mengatur kembali tata cara penyediaan, pencairan,dan 
pertanggungjawaban dana subsidi pupuk yang 
sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata 
Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban 
DanaSubsidi Pupuk; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4297); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5361), 
sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-
UndangNomor15Tahun2013 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 108, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5426); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang 
Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran 
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 
Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran 
Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5423); 

10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam 
Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011; 

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian 
Negara,serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Eselon IKementerian Negara sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90); 

12. Keputusan Presiden Nomor 37Tahun 2012 tentang 
Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 
Anggaran 2013; 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007 
tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Melalui 
Rekening Kas Umum Negara sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
179/PMK.05/2010; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 
tentang Bagan Akun Standar; 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Dan 
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 233/PMK.05/2011; 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atas Beban 
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
256/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyimpanan 
Dan Pencairan Dana Cadangan; 
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18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan Dan 
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 
Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
29/PMK.02/2013; 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran 
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Negara; 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
241/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Belanja 
Subsidi; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATACARA 

PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI PUPUK. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 
1. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah BUMN yang ditetapkan sebagai 

pelaksana penugasan/Public Service Obligation (PSO) untuk subsidi 
pupuk oleh Menteri BUMN. 

2. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disingkat HPP adalah biaya 
pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh Pelaksana Subsidi 
Pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri 
Pertanian. 

3. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga 
tertinggi pupuk bersubsidi yang dibeli oleh kelompok tani yang 
ditetapkan oleh Menteri Pertanian. 

4. Volume Penyaluran Pupuk adalah volume pupuk bersubsidi yang 
disalurkan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana ditetapkan 
oleh Menteri Pertanian. 

5. Subsidi Pupuk adalah selisih antara HPP dan HET. 
6. Alokasi Dana Subsidi Pupuk adalah Subsidi Pupuk dikalikan dengan 

Volume Penyaluran Pupuk. 
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA 

adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 
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